PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABAMNAN
NOMOR 14 TAHUN 2006

TENTANG

FPEMEENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN TABANAN

Menimbang

el

Q

s

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHMHA ESA

BUPATI TABANAN,

bahwa dalam rangka pelaksanaan olonoemi yang nyata can
tertanggung jawab, perlu cabang-cabang preoduksi yang penting bagi
daerah dan yang menguasai hajat hidup crang banyak diusahakan
olelr daerah, cuna menjamin kehidupan dan perkembangan daerah;

batiwa dalam rangka usaha memenuhi kebutuhan masyarakat akan
tersedianya air bersih maka diperiukan peningkatan sarana-sarana
produlesi dan distribusi untuk itu perlu didirikan Perusahaan Daerah Air
Minum;

balwa  sesusi dengan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor
690/1547/PUOD tanggal 1 Juni 1999 perihal Pelaksanaan Inmendagri
Nomor 25 Tahun 1999 tentang JUKLAK PERMENDAGRI Nomar 7
Tahun 1988 tentang Kepengurusan Perusahaan Daerah Air Minum:

bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat Il Tebanan
Nomor 1 Tahun 1985 Tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Ajir
Minum Kabupaten Daerah Tingkat il Tabanan, Peraturan Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat Il Tabanan Nomor 4 Tahun 1988 Tentang
FPerubahan Pertama Kali Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat
Il Tabanan Nomor 1 Tahun 1985 Tentang Pembentukan Perusahaan
Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat 1l Tabanan dan
Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat | Tabanan Normor 3
Tahun 1995 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat I Tabanan Nomor 1 Tahun 1985 tentang
Pernbentukan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerai
Tingkat i Tabanan sudah tidak sesuai lagr dan perlu ditinjau kerha'i,

banwa  untuk  maksud  ierszbul diatas  perlu  ditetapkan  dangas
Peraturan Daerah;




Peamhantiilkan
cemagniuxan

82 Tahun 1958 tentang
Daerrah-Daerah Tingkat Il dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat | Bali,
Musa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1655}

. Undang-Undang Nomer

1962 tentang Perusahaan Daerah
1962 Nomor 10,
mor 2387);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No

N

T T e 0 o

3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran  Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomeor 53, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4389):

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)

b sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun
2005 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor
3 Tahun 2005 menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4548):

Uno‘ang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);

_U!

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILLAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TABANAN
dan
BUPATI TABANAN

MEMUTUSKAN -

(’

fMenetapkan + PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN PERUSAHAAN
DAERAH AIR MINUM KABUPATEN TABANAN.

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Feraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

. 1. Pemerintzh Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah
sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

2. Bupati adalah Kepaia Daerah Kabupaten Tabanan.

3. Cewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah
Dewan Perwakilan Rakyal Daerah Kabupaten Tabanan.
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4. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tabanan.

3. Perusahaan Daerah adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kabubaten
Tabanan yang disingkat PDAM Kabupaten Tabanar. ‘

6. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum
Kabupaten Tabanan.

7 Direksi adalah Direksi Parusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tabanan.

8 Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Tabanan

BAB I
PEMBENTUKAN

Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk suatu Perusahaan Daerah Air Minum,
(2) Perusahaan Daerah dimaksud ayat (1) berbentuk Badan Hukum yang
diperoieh dengan berlakunya Peraturan Daerah ini.
Pasal 3
Dengan tidak mengurangi ketentuan Peraturan Daerah ini maka terhadap
Perusahaan berlaky segala macam hukum Indonesia yang tidak bertentangan

dengan azas demokrasi ekonomi yang merupakan ciri dari sistim ekonomi
berdasarkan Fancasila.

BAB 111
NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN, TUJUAN DAN USAHA

Bagian Pertama
NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN
Pasal 4

(1) Perusahaan ini dinamakan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten
Tabanan.

(2) Perusahaan berkedudukan dan berkantor di Kabupaten Tabanan.

Bagian Kedua
TUJUAN PERUSAHAAN DAERAH
Pasal 5

Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tabanan bertujuan  untuk
melaksanakan program Pembangunan Daerah Kabupaten Tabanan serta
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melaksanakan Pembangunan Ekonomi Nasional umumnya dan memenuhi
kebutuhan air minum masyarakat Tabanan menuju masyaraka: adil dan makmur
berdasarkan Pancasila.

Bagian Ketiga
LAPANGAN USAHA PERUSAHAAN
Pasal 6

Perusahaan mengusahakan penyediaan air bersih yang layak minum serta
memenuhi syarat-syarat kesehatan bagi masyarakat umum.

BAB IV
MODAL
Pasal 7

(1) Neraca Perusahaan terdiri dari semua akliva dan pasiva milik Perusahaan
Daerah

(2) Modal Dasar Perusahaan terdiri dari kekayaan daerah yang dipisahkan.

(3) Modal Perusahaan dimaksud ayat (1) dan (2) dapat ditambah melalui
penyertaan modal dan Pinjaman.

(4) Semua alat liquid disimpan pada Bank Pemerintah

BAB V
ORGANISASI DAN PENGURUS
Bagian Pertama
ORGANISASI

Pasal 8

Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tabanan

1) Struktur Organisasi : :
& uran Bupati atas Persetujuan DPRD.

ditetapkan dengan Perat

(2) Uraian tugas dan Tata kerja Perusahaan _Daerah Air Minum Kabupatei
Tabanan ditetapkan dengan Keputusan Bupati. .
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PENGURUS

Pasal 9

Pengurus Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tabanan -

1. Badan Pengawas:

2. Direksi.

BAB VI
BADAN PENGAWAS
Bagian Pertama
PENGANGKATAN
Pasal 10
Anggola Badan Pengawas diangkat dan dilantik oleh Bupal .

Anggota Badan Pengawas sebagaimana dimaksud ayat (1) terdin can
Pejabat Daerah, percrangan dan masyarakat konsuren Yang rmamen gk
persyaratan.

Untuk dapat diangkat menjadi Anggota Badan Pengawas, harus memenut;

persyaratan sebagai berikut :

@ menguasai manajemen Perusahaan Daerah Air Minm:

b.  menyediakan waktuy yang cukup;

c. lidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati alau dengan Direks:
sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamp:ng
termasuk menantu dan ipar;

d. mempunyai pengalaman, keahlian dalam bidangnya minimal 5 tahun.

e.  mengikuti uji kelayakan dan fit and proper test oleh DPRD.

Pengangkatan Anggota Badan Pengawas sebagaimana cimaksud pada ayat
(1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11

Jumlah Anggota Badan Pengawas paling banyak 3 (tiga) orang, secrang
diantaranya dipilih menjadi Ketua merangkap anggota

Pasal 12

Masa jabatan Anggota Badan Pengawas pailing lama 2.5 (dua koma lima)
tahun dan dapat diangkat kembali 1 (satu) kali masa jabatan.

Pengangkatan kembali dilakukan apabila Anggota Bnc_j.an Pengaﬁrg::n:;:;:wh
mampu melakukan pengawasan terhagap kfagnatanjfhrefsn Eian ane.rq;
pendapat dan saran kepada Bupati sehingga Perusahaan :” s
Minum mampu meningkatkan kinerja dan pelayanan kabutuhan air = .

kepada masyarakatl.

ednuei




Bagian Kedua
TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 13

Badan Pengawas mempunyai tugas seb'agai berikut :
1 Mengawasi kegiatan Direksi.

2. Memberikan pendapat dan saran kepada Bupati lerhadap pengangkatan
Anggota Direksi

Memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhacdap Program Kerja
yang diajukan Direksi

w

4 Memberiikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap rencana
perubahan status kekayaan Perusahaan Daerah Air Minum

Memberil.an pendapat dan saran kepada Bupati terhadap rencana pinjaman
dan kaidah hukum dengan pihak lain.

§] Memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap Neraca dan
Perhitungan Laba / Rugi Perusahaan Daerah Ajr Minum

' 7. Melaporkan pelaksanaan tugas dan mengevaiuasi kegiatan Diraks; setiap
Catur Wulan dalam 1 tahun buku kepada Bupati dan DPRD

Pasal 14
Badan Pengawas mempunyai wewenang sebagai berikut :

1 Memberi peringatan kepada Direksi yang tidak melaksanakan tugas sesuai
“ dengan program kerja yang telah disetujui;

; 2. Memeriksa Anggota Direksi yang diduga merugikan Psrusahaan Daerah
Air Minum;

3 Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati dan DPRD.

Bagian Ketiga
PENGHASILAN
Pasal 15

Penghasilan Badan Pengawas terdiri dari

1. Uang jasa;

2. Jasa Produksi.



Pasal 16

(1) Uang Jasa dimaksud Pasal 15 angka 1 ketentuan dan besarnya ditetapkan
dengan Keputusan Bupati .

(2) Besamva jasa produksi sebagaimana dimaksud Pasal 15 angka 2
ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat
PEMBERHENTIAN

Pasal 17

. Badan Pengawas dapat diberhentikan dengan alasan -
1. Atas permintaan sendiri:
| 2. Karena kesehatan, tidak dapat melaksanakan tugasnya:
3. Terlibat tindakan yang merugikan Perusahaan Daerah Air Minum:
4 Terlibat tindak pidana;

5. Meninggal dunia.

Pasal 18

(1) Apabila Anggota Badan Pengawas diduga melakukan salah satu perbuatan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 angka 3, 4 dan 5, Bupati segera
melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti melakukan perbuatan yang
dituduhkan, Bupati paling lama 7 (tujuh) hari kerja mengeluarkan Keputusan
| Bupati tentang pemberhentian sebagai Anggota Badan Pengawas.

% (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Anggota Badan Pengaw:s

; Pasal 19

(1) Dalam membantu tugas Badan Pengawas dapat dibentu_k Sekretariat
Badar Pengawas, yang petugasnya berasal dari Pegawai Perusahaan
Daerah Air Minum sebanyak 1 (satu) orang.

*' (2)  Honorarium Petugas Sekretariat dibebankan pada Anggaran Perusahaan
Daerah Air Minum Kabupaten Tabanan.




Jumlah Anggota Direksi paling banyak 3 (tiga)

BAB VI
DIREKS|
Bagian Pertama
PENGANGKATAN
Pasal 20

Anggota Direksi diangkat oleh Bupati diutamakan bukan dari Pegawai
Negeri Sipil atas usul Badan Pengawas

Untuk  dapat diangkat menjadi  Anggota Diriks; harus  memenuhi
Persyaratan sebagai berikyt -

&  mempunyai pendidikan Sarjana (S1) sesuai bidangnya;

b. mempunyai pengalaman kerja minimai 5 (lima) tahun mengelols
perusahaan yang dibuktikan dengan Surat Keterangan (Referensi) dari
perusahaan sebelumriya dengan penilaian baik:

C. membuat dan menyajikan proposal tentang visi ¢an misi Perusahaan
Daerah Air Minum Kabupaten Tabanan:

d. pernah mengikuti pelatihan manajemen didalam ata diluar nageri:

e batas usia pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 45
(empat puluh lima) tahun:

f. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati atay dengan Anggota
Badan Pengawas atau dengan Anggota Direksi lainnya sampai dengan
derajat ketiga menurut garis lurus maupun kesamping termasuk
menaritu maupun ipar:

g wajib mengikuti uji kelayakan dan fit and proper test yang dilaksanakan
oleh Bupati dan DPRD.

Pengangkatan Anggota Direksi sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan
dengan Keputusan Bupati atas Persetujuan DPRD.

Pasal 21

orang dan seorang diantaranya

diangkat sebagai Direktur Utama.

Pasal 22

Masa jabatan Anggota Direksi selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat
kembali 1 (satu) kali masa jabatan. :
Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

apabila Anggota Direksi terbukti mampu meningkatkan Kinerja Per_usaha?:
Daerah Air Minum Kabupaten Tabanan dan pelayanan kebutuhan air minu

kepada masyarakat setiap tahun.
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Bagian Kedua
TUGAS DAN WEWENANGC
Pasal 23

Direksi dalam mengelola Perusahaan Daerah Air Mirum Kabupaten Tabanan
mempunyai tugas sebagai berikut

1. Memimpin dan mengendalikan serhua kegiatan Perusahaan Daerah Air Minum
Kabupaten Tabanan

2. Merencanakan dan menyusun program kerja Perusahaan Tahunan dan 5
(lima) Tahunan.

3. Membina pegawai.

4. Mengurus dan mengelola kekayaan Perusahaan Daeran  Air Minum
Kabupaten Tabanan

4 Menyefenggarakan administrasi umum dan keuangan

Mewakill Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tabanan baik di daiam
maupun diluar penoadilan.

(93}

7 Menyelenggarakan kegiatan teknik PDAM.

8. Menyampaikan laporan bulanan mengenai seluruh kegiatan termasuk laporan
keuangan (neraca dan laba / rugi) besera penjelasannya selampbat-
lambatnya akhir bulan pada bulan berikutnya.

Pasal 24

Oireksi dalam mengelola Perusahaan Daerah Ajr Minum Kabupaten Tabanan
mempunyai wewenang sebagai berikut :

1. Mengangkat dan memberhentikan pegawai perusahaan,

2. Mengangkat pegawai untuk menduduki jabatan dibawah Direksi.

3. Menandatangani pinjaman setelah mendapat persetujuan Bupati dan DPRD.

Menandatangani laporan keuangan (neraca dan laba / rugl) beserta laporan

pendukung lainnya

o

5. Menandatangani ikatan hukum dengan pihak lain.

Pasal 25

i i 3 irelksi
: lan setelah berakhir tahun buku, Dire
(1 Se!ambat-!.ambatnya 3 (tiga) bu ;
)menyampajkan Laporan Keuangan kepada Kelua Badan Pengawas yang

terdiri dari neraca dan perhitungan laha / rugi tahunan



s

(2)

Tata. cara pembuatgn, penyampaian dan pengesahan neraca dan
perhriungan. laba / rugi tahunan Perusahaan Daeran Air Minum Kabupaten
Tabanan diatur sesuai dengan peraturan pemndsmg-undangan yang

berlaku.
Bagian Ketiga
PENGHASILAN DAN HAK-HAK DIREKS]
Pasal 26

Penghasilan Direksi terdiri dari gaji, tunjangan, jasa produksi.

Pasal 27

Penghasilap sebagaimana dimaksud pada Pasal 26, ketentuan dan
besarnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 terdiri dari :

a. tunjangan kesehatan:

b tunjangan kemahalan:

C. pemmahaq dinas atau uang sewa rumah yang pantas, ketentuan dan
besarnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati,

Jasa produksi sebagaimana disebyt Pasal 26 diberikan setiap tahun sesyasi
dengan kemampuan keuangan perusahaan
Bagian Keempat
CuUTI
Pasal 28

Anggota Direksi memperoleh hak cuti sebagai berikut -

a. cuti tahunan selama 12 (dua belas) hari kerja;

b. cuti diluar ketentuan huruf a harus mendapat persetujuan Bupati.

Pelaksanaan hak cuti sebagaimana dimaksuq pada ayat‘(‘i)‘dilaksanékan
setelah mendapat persetujuan Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Anggola Direksi selama melaksanakan cuti mendapat penghasilan penuh
dari Perusahaan Daerah Air Minurn Kabupaten Tabanan

.V . . 'T .
Apabilat karena kesibukan dikantor, Anggota Dru'iks(; tlda:( ;?f;?f;b';ﬁg
i i & at (1) hur apa C
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huru c
pengganli maksimal 1 (satu) kali gaji yang diterirna pada bulan terakhir.




Bagian Kelima
PEMBERHENTIAN
Pasal 2g
Anggota Direksi dapat diberhentikan dengan alasan -

Atas permintaan sendiri

hN]

Karena kesehatan tidak dapat melaksanakan tugasnya

3. Tidak melzksanakan tugasnya sesuai dengan program keria yang telah
disetujui

Terlibat tindakan yang merugikan Perusahaan Daerah Air Minum
Terlibat dalam tindak pidana.

Merugikan Perusahaan Daerah Air Minum.

Pasal 30

Apabila Anggota Direksi diduga melakukan salah  satu  perbuatan
sebagaimana dimaksud Pasal 29 angka 3, 4, 5 dan 5 Badan Pengawas
segera melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.

Apabila  berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Anggota Direksi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti melakukan perbuatan yang
dituduhkan, Badan Pengawas segera melaporkan kepada Bupati dan DPRD.

Pasal 31

Bupali dalam wakty paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima laporan dari
Badan Pengawas, sudah harus mengeluarkan Keputusan lentang pemberhentian
sebaga: Anggota Direksi.

Pasal 32

(1) Anggota Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2¢
angka 1 dan 2 diberhentikan dengan hormat.

(2) Anggota Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 29
angka 3. 4, 5 dan 6 diberhentikan tidak dengan hormat

(3) Anggota Direksi yang diberhentikan berdasarkan Pasal 29‘ar}gka 2 diberikan
peséngon sebesar 1 kali gaji yang diterima pada bulan terax Mr

Pasal 33

Anggota Direksi yang telah habis masa jabatannya yang diangkat dari Segfwa;
Perusahaan tidak menjadi hilang status kepegawaiannya sebagai egawa



Perusahaan atay dapat memilih menjadi pegawai kembali dengan diberi pangkat
sama dengan pangkat yang terakhir.
Bagian Keenam
PESANGON
Pasal.34
Anggota Direksi berhak atas pesangon dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Bila diberhentikan dengan hormat karena masa jabatan pertama berakhir
mendapat Pesangon sebesar 30% (tiga puluh perseratus) dari gaji bersih
dari masa jabatan tahun terakhir,

2 Bila diberhentikan dengan hormat karena masa jabatan kedua dan
seterusnya berakhir mendapat pesangon sebesar 509% (lima  puluh
perseratus) dari gaji bersih dan masa jabatan tahun terakhir.

BAB Vi1
KEPEGAWAIAN
Pasal 35

(1) Kedudukan hukum pegawai, gaji, pensiun Direksi dan pPegawai / pekerja

perusahaan diatur sesuaj dengan peraturan perundang~undangan yang
berlaku.

(2) Direksi mengangkat dan memberhentikan Pegawai / pekerja perusahaan
sesuai dengan Peratyuran Perusahaan,
BAB IX
KETENTUAN TARIF

Pasal 36
Penetapan tarif didasarkan pada;, pemulihan biaya, keterjangkauarlm‘ efisiensi,
pemakaian, kesederhanaan, transparansi dan standar pelayanan minimal yang
diberikan kepada konsumen.

Pasal 37

Tarif yang ditetapkan Perusahaan Daerah Air Minum atas kebutuhan dasar
dapat dijangkau oleh pelanggan rumah tangga.

Pasal 38
(1) Tarif ditetapkan oleh Bupati atas persetujuan DPRD.

(2) Selambat-lambatnya 1(satu) tahun Direksi meiakugan pen_yesuar’arlrtﬁ?:
sesuai dengan tingkat inflasi, beban suku bunga, kenaikan Tarif Dasar Lis
(TDL), kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM).




(3) Penyesuaian tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatas, disampaikan

kepada BHupati atas persetujuan DPRD untuk ditetapkan sebagai tarif
penyasuaian

Pasai 39

(1) Selambat-l.ambagnya 3 (tiga) bulan sejak diterimanya usulan penyesuaian

dan / atau peninjauan tarif, Bupati atas persetujuan DPRD menetapkan atau
menolak usulan tarif dimaksud.

(2) Apabila Bupati menolal,

_ Direksi mengajukan usulan tarif baru. berdasarkan
atas petunjuk Bupati.

BAB X

TAHUN BUKU

Pasal 40

Tahun bukuy [?

: erusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tabanan adalah Tahun
akwim,

BAB XI

TANGGLUING JAWAE DAN TUNTUTAN GANT! RUGH PEGAWA|

!
f
|

Pasal 41

(1) Semua Pegawai perusahaan termasuk Direksi dalam kedudukannya, yang
tidak diberikan tugas menyimpan uang, surat-surat berharga dan barang-
barang persediaan yang karena tindakan melawan hukum atau melalaikan
kewajiban dan tugas yang dibebankan kepada mereka dengan langsung

: atau tidak langsung telah menimbulkan kerugian bagi perusahaan

’ diwajibkan mengganti kerugian tersebut.

(2) Ketentuan-ketentuan tentang tuntutan ganti rugi terhadap pegawai daerah
* berlaku sepenuhnya terhadap pegawai perusahaan.

(3) Semua pegawai perusahaan yang dibebani tugas penyimpanan pembayaran
atau penyerahan uang, surat-surat berharga milik perusahaan dan barang-
barang persediaan milik perusahaan yang disimpan dalam gudang atau
tempat penyimpanan khusus dan semata-mata dipergunakan untuk
keperluan itu diwajibkan memberikan pertanggungjawaban tentang
pelaksanaan tugasnya kepada Direksi.

(4) Semua surat bukti dan surat lainnya bagaimanapun Sifa‘mya yang termasuk
bilangan tata buku dan administrasi perusahaan dusmpan d?lempat
perusahaan atau ditempat lain yang ditunjuk ofe_h B_upatz kecuali untu::
sementara dipindahkan ke Badan Pengawas apabila dianggap perlu untu
kepentingan pemeriksaan.

(5) DOengan Peraturan Daerah ini dapat ditetapkan pen{fr?pa;ngaanné
penyimpangan dari ketentuan mengenai tata cara tuntutan ganti ugi y

beriaku bagi pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasa_! ini yang
disesuaikan dengan Struktur Organisasi Perusahaan Daerah Air Minum

Kabupaten Tabanan.



BAB Xl
ANGGARAN PERUSAHAAN
Pasal 42

(1) Serambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum tahun buky mulai berlaku maka
Direksi  mengajukan Rencana Anggaran Peruszhaan untuk dimintakan
persetujuan dari Badan Pengawas.

(2) Bupati mengesahkan Anggaran Perusahaan.

(3) Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan terhitung mula; tanggal penerimaan
Anggaran dimaksud, Bupati belum memberikan pengesahan sebagai
dimaksud ayat (2) maka anggaran dimaksud dianggap telah disahkan,
kecuali apabila Bupati mengemukakan keberatarn atau menolak proyek
(rencana kerja) yang dimuat dalam Anggaran Perusahaan sebelum
menginjak Tahun Buku Baru, maka anggaran perusahaan tersebut
berpedoman pada anggaran tahun laly,

(4) Anggaran tambahan atay perubahan anggaran yang terjadi dalam tahun

buku yang bersangkutan harus mendapat perselujuan lebih dahuiu dari
Badan Pengawas.

(3) Bupati mengesahkan anggaran tambahan atau perubahan anggaran yang
terjadi dalam tahun buku yang bersangkutan.

BAB Xl
LAPORAN PERHITUNGAN HASIL USAHA BERKALA
DAN KEGIATAN PERUSAHAAN
Pasal 43
Laporan keuangan yang meliputi Neraca dan Labalrugi beserta laporan
penjelasan tambahan dan kegiatan perusahaan disampaikan oleh Direksi setelah
mendapatkan persetujuan dari Badan Pengawas kepada Bupati dan OPRD secara
berkale setiap tiga bulan dan jika dipandang perlu untuk jangka waktu tertentu.
BAB X1V
LAPORAN PERHITUNGAN TAHUNAN
Pasal 44

[ i i irim Laporan keuangan (Neraca
Untuk setiap tahun buku, oleh Direksi mengirim
dan laba / rugi) dan laporan pendukung lainnya kepada Badan Pengawas
selambat-lambatnya tiga bulan sesudah tahun buku.

(2) Laporan dimaksud ayat (1) disahkan oleh.Bupati.

Jika dalam satu bulan setelah jangka waktu dimaksud ayat (1) Bupati »mela{ui
Badan Pengawas tidak mengajukan keberatan tertulis maka perhitungan



a
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BAB XV
PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA SERTA
PEMBERIAN JASA PRODUKSI
Pasal 45‘
Cadangan diam atay rahasia tidak boleh diadakan.
Penggunaan laba bersih setelah terlebih dahulu dikurangi dengan

Penyusutan, cadangan tujuan dan Peénggunaan lain yang wajar dalam
perusahaan ditetapkan sebagai berikut -

untuk anggaran belanja daerah o .. BSoy
untuk cadangan umum o o 5%
untuk dana sosial _ i 5%
untuk dana pendidikan , o 10 %
untuk jasa produksi Oireksi, Pegawai dan Badan

Pengawas e 10 %
untuk dana pensiunan dan sokongan . T
JNtuk pengembalian modal 10 %

Penggunaan laba untuk cadangan umum bilamana telah tercapai tujuannya
dapat dialihkan kepada penggunaan lain dengan Keputusan Bupati setelah
mendengarkan pertimbangan Badan Pengawas,

BAB XVI
KONTROL

Pasal 46

i rut
Dengan tidak mengurangi hak instansi e:nlauK baéia%éﬁgnngyar:sn;izguaun
- n yang berlaku, ber g . 4
raturan perundangan-undanga aaskan
Dgn?;ndikanpdan pemeriksaan tentang segala sesuatu melr;aeé\j;;t? ]
E\engurus rumah tangga Perusahaan Daerah ditentukan ole

‘ usan
Akuntan Negara berwenang mengadakan pemeriksaan atas penguru
perusahaan serta pertanggungjawabannya.



|
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BAB XVI|
PEMBUBARAN
Pasal 47
(1) Pembubaran perusahaan daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah

(2] Penunjukkan Panitia Likuidasi ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan
Persetujuan DPRD :

(3} Semua kekayaan perusahaan setelah dilikuidasi menjadi milik Pemerintah
Daerah

(4) Pertanggungjawaban likuidator dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan /
atau pemegapg seham yang memberikan pembebasan tanggung jawab
lentang pekerjaan yang telah diselesaikannya‘

(5) Dalam likuidasi Pemerintah Daerah dan / atau pemegang saham
bertanggung jawab atas kerugian yang diderita Oleh Pihak Ketiga apabila
kerugian ilu disebabkan oleh karena laporan keuangan (neraca dan
perhitungan rugi / laba) yang telah disahkan tidak menggambarkarn
keadaan perusahaan yang sebenarnya.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Fada saal Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka Peraturan Daerah Kabupaten
Oaerah Tingkat Il Tabanan Nomor 1 Tahun 1985 Tentang Pembentukan
Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat | Tabanan, Peraturan
Daerah Kabupaten Daerah Tingkat Il Tabanan Nomor 4 Tahun 1988 Tentang
Perubahan Pertama Kali Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat Il Tabanan
Nemor 1 Tahun . 1985 Tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum
Kabupaten Daerah Tingkat Il Tabanan dan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah
Tingkal Il Tabanan Nomor 3 Tahun 1995 Tentang Perubahan Kedua Peraturan
Oaerah Kabupaten Daerah Tingkat Il Tabanan Nomor 1 Tahun 1985 Tentang
Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat I
Tabanan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 49

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan



Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Tabanan

Ditetapkan di Tabanan
pada tanggal 17 Oktober 2006
~

‘G _BUPATLTABANAN,

Diundangkan di Tabanan.
pada tanggal 18 Oktoher 2066

NOMOR 14




PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUFPATEN TABANAN
NOMOR 14 TAHUN 2006
TENTANG .
PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM

KABUPATEN TABANAN

UMUM

Bahwa beritik tolak dari Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintah Daerah dalam menuju otonomi riil dan bartangung jawab, sudah sewajarnya
1ahap demi tahap Pemerintah Daerah harus mengambil langkah untuk melaksanakan
tugas-lugas yang menjadi wewenangnya sesuai dengan kemampuan Daerah.

Bahwa pengadaan, pengelolaan, pengawasan serta pembinaan sarana-sarana
yang menunjang pelaksanaan tugas-tugas Pemerintah Daerah dalam melayani setiap
kebutuhan masyarakat daerah antara lain menyediakan air minum mutlak perlu
mendapat pengaturan-pengaturan sebagaimana mestinya dengan membentuk
Perusahaan Daerah Air Minum.

Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas dan sesuai dengan Surat Menteri
Dalam Negeri Nomor : 690/1547/PUOD Tanggal 1 Juni 1999 perihal Pelaksanaan
insirukst Menteri Dalam Negeri Nomor : 25 Tahun 1999 tentang Juklak Permendagri
Nomor - 7 Tahun 1998 tentang Kepengurusan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)
adalah sudah sangat tepat dan sejiwa dengan kebutuhan masyarakat daerah terhadap
air minum khususnya di Kota Tabanan dan sekitarnya yang tumbuh serta berkembang
dengan diikuti oleh segala macam kebutuhannya.

Demikian pula memperoleh air minum yang terjamin kesehatannya sudah clan
akan menjadi salah satu kebutuhan masyarakat yang sangat mendesak serta
pengaturan yang dapat menjamin kelancaran dan efektifitas penyediaannya sehingga
dapat dinikmati secara berkesinambungan.

Hal ini juga akan merupakan salah satu sumber pendapatan daerah, oleh karena
iy dipandang periu untuk diatur dalam Peraturan Daerah.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.




Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal g
; Cukup jeias.

Pasal 7
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
} Yang dimaksud dengan kekayaan daerah yang dipisahkan jalah sejumlah
f modal dasar ¥Yang diberikan kepada Perusahaan Daerah sebagai Badan Hukum

{ yang harus mempunyai kekayaan Umum  Pemerintah Daerah

yang
dlper‘tanggung jawabkan tersendiri sesuaj dengan keremuan-ketentuan Aukum
yang berlakuy.

. Ayat (3)

‘ Yang dimaksud Penyertaan modal adalah sebagian Anggaran Keuangan

Daerah yang diberikan kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten
Tabanan sesuai dengan Keputusan Pemerintah Kabupaten Tabanan.

Ayat (4)
’, Cukup jelas.

Fogp Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

]
i
!
Pasal 10
. Cukup jelas.

Pasal 11
: Cukup jelas.

Pasal 12
i Cukup jelas.

] Pasal 13
: Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas

: Pasal 16
1 ‘ Ayat (1) _
i Cukup jelas. .

: Ayat (2)
o Cukup jelas




)

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas
Pasal 26

Cukup jelas
Pasal 27

Cukup jelas
Pasal 28

Cukup jelas
Pasal 28

Cukup jelas
Pasal 30

Cukup jelas.
Pasal 31

Cukup jelas.
Pasal 32

Cukup jelas.
Pasal 33

Cukup jelas
Pasal 34

Cukup jelas.
Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.




i Pasal 37
| Cukup jelas
[ Pasail 38
| Cukup jelas
;’ Pasal 39
"' Cukup jelas .
if Pasal 40
F-‘ Cukup jelas.
! Pasal 41
1 Ayat (1)
! Cukup jelas.
L. Ayat (2)
; i Cukup Jelas
\ Ayat (3)
Yang dimaksud dalam Ayat (3) pasal inj adalah untuk mengadakan ketertiban
serta ketararnpilan administrasi Perusahaan sesyai dengan bldang-bidang
i tugasnya masr‘ng—masr‘ng dalam memberikan Pertanggung jawaban kepada
Badan Pengawas yang ditunjuk oleh Bupati.
/ Ayat (4)
Yang dimaksud adalah bukti-bukti autentik yang Merupakan dasar rertanggung
. jawaban dari semua Pegawai /karyawan Perusahaan sesyuaj dengan bidang
tugasnya masing-masmg kepada Badaanetugas Pemeriksa yang ditugaskan
; untuk itu, sedangkan tuntutan ganti rugi bagi Pegawai-pegawaij tersebut
J diperiukan juga tuntutan sesuaj ketentuan yang ditetapkan bagi Pzgawai
Bendaharawan Daerah.
Ayat (5) A
Cukup jelas.
Pasal a2
.g Ayat (1) .
: Maksud 'dari Pasal ini adalah agar adanya kontrol dari Badan Pengawas
terhadap Perusahaan baik merupakan pos-pos rumah langga maupun pos-
POS pengembangan Perusahaan secara rasional (masuk akal) dan terarah
sesuai dengan lujuan Perusahaan untuk mendapatkan persetujuan atas pos-
pPos yang dimuat dalam Anggaran Perusahaan Daerah tersebut.
; Ayat (2}
: Cukup jelas.
i Ayat (3)
5 Cukup jelas.
Ayat (4)
i Cukup jelas.
Ayat (5) R

Cukup jelas




Pasal 43
Maksud dari Pasal ini adalah untuk dapat menilai aktifitas Perusahaan secar:
keseluruhan sehingga dapat sebagai pedoman / dasar oleh Ketua Badan Pengawas
dan atau Kepala Daerah dalam memberikan kebijakan pembinaan kepads
Perusahaan maupun sebagai dasar pertanggung jawaban kepada DPRD.

¢ Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45

Ayat (1) .
Cadangan diam atau rahasia tidak boleh diadakan karena akan mengakibatkan
perhitungan neraca dan perhitungan rugi / laba tidak menggambarkan keadaan

perusahaan yang sebenarnya.

Ayat (2)
Penggunaan laba bersih yang diatur dalam Ayat (2) bertitik tolak dari
Perusahaan Daerah yang sepenuhnya didirikan oleh Pemerintah Daerah
Kabupaten Tabanan dan modal dasarnya.
Apabila dikemudian hari ada pengikutsertaan modal-modal swasta dan
! Pemerintah lainnya maka apa-apa yang tercantum dalam Ayat (2) ini dapat
‘ diadakan perubahan melalui Perubahan Perusahaan Daerah ini

Ayatl (3)
Penggunaan laba untuk cadangan umum dimaksudkan untuk menampung hal-
hal dan kejadian yang tidak dapat diduga sebelumnya.

§ Cadangan umum tersebut dibentuk dari laba dan pengalihan penggunaan

Cukup jelas.

/ : setelah tercapainya tujuan yang diatur oleh Pemerintah Daerah atas usul
Direksi.
Pasal 45
Ayat (1)
Untuk mengadakan oenyelidikan dan pemeriksaan tentang segala sesuatu
mengenai  pekerjaan, pengurusan dan pembinaan Perusahaan serta
pertanggung jawabannya
Kepala Daerah dapat menunjuk Kepala Bagian Keuangan pada Sekretariat
Daerah Kabupaten Tabanan dengan tidak mengurangi hak instansi atasan dan
badan lain sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Ayat (2)
Cukup jelas.
3 Pasal 47
s Cukup jelas .
Pasal 48

E Pasal 49
) Cukup jelas.
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